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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;
Bupati adalah Bupati Bangka Barat;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Bara®;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata clan
Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebuday:an
Kabupaten Bangka Barat;
7 Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pariwisata dan Kebuday:an
Kabupaten Bangka Barat;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayzan
Kabupaten Bangka Barat;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata dan Kebuday:zan
Kabupaten Bangka Barat; dan
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan
Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan sesuai pembag.an
urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Dinas.
(3) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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(3)

Sekretariat Dinas Pariwisata dan K

d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Bidang Promosi Wisata;
2. Sub Koordinator Bidang Analisa Pasar dan Kemitraan Wisata,
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
1. Sub Koordinator Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan
Permuseuman,
2. Sub Koordinator Bidang Tradisi dan Kesenian;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angks 2,

huruf ¢ angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e

angka 1 dan angka 2 merupakan Pejabat Fungsional yang diberil:an

tugas tambahan.
Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebuday:an

Bagan Struktur
dlak

sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang ti

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
ebudayaan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan fungsi dan

penyusunan rencana kegiatan, perencanaan dan monitoring evalua

pelaporan pen

perpustakaan,

si dan

gelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangza,

administrasi umum dan hubungan masyarakat serta

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

Pasal 7

Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang
berbasis kinerja;

pengoordinasian rencana program kerja dan kegiatan dinas;

penyusunan perumusan kebijakan umum dan teknis dibidang
sekretariat;

pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan teknis dinas;

pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana

kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran dinas.



&

pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan
dinas;

Penyusunan rencana kerja sama dinas;

penyusunan penetapan kinerja dinas;

penyusunan laporan keuangan dinas;

penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
pelaksanaan analisis dan penyajian data dinas,

penganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi kompetensi dan scksi
pegawai dinas;

penerapan dan pengembangan sistem informasi dinas;

pemantauan, pengendalian dan pengevaluasi kinerja serta dampak
melaksanakan programn dan kegiatan dinas,

penyusunan laporan dan akuntabilitas kinerja dinas;

penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, Kkearasipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan
prasarana serta hubungan masyarakat;

2 e
“al
)y

pedoman, dan
an tugas dan kegia‘an




Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan upaya pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan

2

pemiliharaan serta pengawasan sarana prasarana dan daya tarik

pariwisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai furigsi:

a.

b.

Ll

perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kencrja
bidang;

pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokurien
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi di
bawahnya;

perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Destinasi
Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan y:ng
berlaku;

penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan teknis di Bidang Pengembangan
Destinasi Pariwisata;

pelaksanaan koordinasi informasi dan sinkronisasi dengan
perangkat kerja daerah dan instansi terkait dalam rangka
pe]laks‘an&an program/kegiatan di bidang pengembangan yang

perumusan dan penjabaran pedoman, norma, standar, prosecur
ﬁmm kriteria di Efﬁdamg E’eng@mbangan lestinasx Pariwisata sesuai







L

m.
n.

pengoordinasian pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

program atau kegiatan di Bidang Pemasaran Pariwisata sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pengoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data Bidang
Pemasaran Pariwisata sebagai bahan penyusunan rencana can
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;

pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis
permasalahan dan peluang investasi dalam rangka pengemban gan

terharlap

dan pembangunan daya tarik wisata di daerah;
pengoordinasian pelaksanaan, pembinaan-pembinaan
bimbingan teknis di Bidang Pemasaran Pariwisata sesuai dengan

clan

peraturan perundang — undangan yang berlaku;

pelaksanaan survei pusat wisata dan analisa pasar wisatawan
pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;
pengaturan persiapan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

Bidang Pemasaran Pariwisata;
penyiapan bahan pembinaan yang berkaitan dengan Bidang

Pemasaran Pariwisata;




Bagian Kelima
Bidang Kebudayaan
Pasal 11
(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

2) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

perumusan dan koordinasi pelaksanaan

a. penyusunan bahan
kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum

kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta
pembinaan tenaga kebudayaan,;

b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya,

pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan sejarah,
pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan
pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;

penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarzkat

pelakunya dalam kabupaten/kota;
d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyar:kat
penganutnya dalam kabupaten/kota;
penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang
masyarakat penganutnya dalam kabupaten/kota;

f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyar:kat

pelakunya dalam kabupaten/kota;
penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota;

h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar
budaya peringkat kabupaten/kota;

penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar
kabupaten/kota;

penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten/kota;
penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya,

pengelolaan museum  kabupaten/kota, pembinaan sejarah,

R

pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan

pembinaan kesenian;



1. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten/kota, pembinaan
sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lerntaga
adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tepaga
kebudayaan; dan

m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum
kabupaten/kota, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan
komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, scrta

pembinaan tenaga kebudayaan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksana-an
ke tan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing
: ‘ tuan Peraturan Pemndmg-Undangml




BAB V
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 18
(1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimina
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wikil

Pemerintah Pusat.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 19
taris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT
n tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

rasi dan sinkmmisam baik secara vertikal maupun horizontal dalam




JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2]

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon Ilb atau Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama,
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan [Eselon lila atau jabe:an

Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon Illb atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian mecrupakan Jabatan Eselon [Va atau Jabsran
Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
pejabat yang sudah ada pada saat berlakurya
n fungsinya sampai dengan

Pera’ngkat daerah dan
Peraturan Bupati mi tetap m@hakﬁanakan tugas ar
’ditﬁtﬂpmya ﬂgjabaﬁ sesuai oan )




Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. "

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bargka

Barat,
Ditctapkan di Muntok
anggal |4 Desember 2021
»
LN N BARAT,
Diundangkan di Muntok

Pada tanggal ll{ Desember 2021

2021{8NOMOR p
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